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Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomo: 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipel Negara
vang sudah mensgaskan bahwa Pegavad non-ASN atau nama luinmya wajib diselesaikan
penatiannya paling lambat Desember 2024 don sejak Undong-Undang tersebut mukxi
berlaku Instansi Pemerintah dilarang menpanpkat pegawai non-ASN atin mama |ainnys
selain Pegawni ASN, namun Pemenintsh Ksbupaten Bangka belum optimal melakukan
upaya konkril techadap penyelesaion pegawm: non-ASN (fenaga honorerkontrak) hingga
sanf ini, teskhusus penyelessian pepawai non-ASN (ienaga henorerkomirak) yang tidak
terdaftar dalam pangkalan data (data base) tensps non-ASN pada BKN. Dengan belum
dilakukannya uwpaya peryelessian ini tentunya akan berdampak terhadap I:gailim
perencarmin anggaran dalam APBD dan pembayaran penghasilan/gajvupahhonomnum
pegawai non-ASM (tenagn honorerLontrak) dimaksod. Apalagi hingga saaf ini pegavwal non-
ASN (tenaga honorer’kontrak) yang tidak terdaftor dalom pangkalan data (data base) terogn
non-ASN pada BEN mosih melaksannkon tugasipekerjaannya seperti bigsanya tanpa
didasari legalitas, batk dalam bentuk kepuiusan kepala dacrah maupun kontrak kega mercka
untuk Tahun 20235,

Pra AngeEspan

Pemerintah Kabupaten Bangkn masih mempekegokon pepavwal non-ASN  denman
mempertimbangkan akan ada kebijakan yung diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam beatuk
regulast yang akan mengakomaodir keberadaan pepawai non-ASN (lenagn honorer/kontrak),
terkhusus penyelesaian pegawai non-ASN (tenagn honorerkontrak) yang tidak terdaftar
dalam pangkalan data (dain base) tenaga non-ASN padn BEM untuk diangkat sebagni
Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian Kega Parvh Waktu  Selain itu  juga
memperiimbengkin faktor kemanusizan apabila dilakukan pemberhentian terhadap mereka,
serin melibot prakiek yang dilakukan oleh beberapa dacrah kahupaten/kota & Provinsi
Kepulouan Bangka Belitung vang juga masih mempekerjakan fenaga non-ASN (feraga
henorerkontrak) yeng tidak terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASHN
pada BKN hingga sani ini.

. Fakta dam Data

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahbin 2003 tentang Kelenagakerjaan
Dalam Undang-Undang ini mengatur, antasa lain
o Pasal | angkn 14 “perjanjian kerja adalah perjanjion antara pekerja‘buruh dengan
pengusaha atsu pemben kerja yang memeat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
parn prhak™;
b. Paszl 56 ayat (1) “perjanjian kerja dibeat untuk waktu terent (PKWT) aten perjaniian
kerja untuk wakiu tidak =rentu (PEKWTT)™



¢. Pasal 59 ayat (2) “penonjian kega untuk wakia tertentu (PRWT) tdak dapat diadakan
untuk pekeraan vang bersifal tetap™;

d. Pasal &4 “perusahaan dapat menyeruhkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
penasahaan lainaya melalui perjanjion pemborongan pekerjaan atau penvedinan jasa
pekeraburuh vang dibusat secara leriulis™,

e. Pasal 88 ayal {2) "untuk mewnjudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan vang
layak bagi kemanusizan), pemerintah menctaphan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekegaburuh™;

. Pasal 88 ayat (3) “kebijakan pengupahan yang melindungi pekegabundh, melipui
antara lain upah minimum®™,

g Pasal 8% gynt (1) “upah minimum, terdin atas upah minimum berdasarkan wilayah
proving atau kabupaten'kots stag upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah
provinsi atau kabupiatenkota,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negan

Cralam Undang-Undang ind mengatur, antar lxin :

a. Pasal 6 “pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataznnya paling
lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi
Pemeriniah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai
ASN™,

b. Penjelasan Pasal 66 "yang dimaksud dengan "penataan” adalah termasuk verifikasi,
validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang™;

¢. Pesal 75 “pada samt Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undingan vang merupakan peraturan pelaksamaan dari Undanp-Undang Nomaor §
Tahun 2044 tentang Aparater Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,

- Peraturan Pemerintsh Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kega Waktu Terentu,
Allih Daya, Waktn Kerja, Waktu Istirehat, dan Pemutusan Hobungan Kerja

Dalam Peraturan Pemenintah ini mengatur, antara lain <

a. Pasal | angka 10 “Pegjanjian Kegja Waktu Tertenty yang selanjuinya disingkat PKWT
adalah perjanjian kero antara pekerjaburuh dengan pengusaba untuk mengadakan
hubungan kerja dalam wakiu tertentu atau untuk pekerjaan terientu™;

b. Pasal | angka 11 “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertenta yang selanjutnya disingkat
PRWTT adalah perjanjian kerja antara pekegaburuh dengun pengussha wntuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tedap™;

c. Pasal 15 ayat (1) “pengusaha wijib memberikan uang kompensasi kepada
pekerja'buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PEWT™

d. Pasal 18 ayat (1) “hubungan kena antara perusahaan alih dayas dengan pekegaburuh
yeng dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT:

¢ Pasal 40 ayat (1) “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajrb

membayar uang pesangon danfutau wang perghargaan masa kerjs, dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima”™,

- Keputusan Menteri Pendayagunsan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor

347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini menetapkan, antara lain :

a. Eh'ldmn_ Kedua “kcbutuhan pengadaan pegawai PIK TA 2024 diperuntukkan hap
pegawai cks THK-1I atau tenaga non-ASN™,




b. Diktum EKeempat “tenaga non-ASN sehagaimana dimaksud Dikium Kedua terdin atas
terdiri nlas pegawai yang terdafiar dalam pangkalan data {data hn.'r?} ienags pm—ﬁﬁﬂ
pada BKN dan aktil bekerja pada instansi pem:r.inmhlsenn pegawai yang "h,'r bekerja
pada instansi pemerintah paking sedikst 2 tahun terakhir secam lerus menerus

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

&34 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pepawai Pemerintah Deng'm

Perjanjian Kera Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dolam Panpkalan Data BEN

Tahun Angparan 2024,

Keeputusan ini menetapkan, antam lain ;

a Diktum Pertama “icnaga non-ASN yang terdaflar dalam panghalan data (data base)
tenaga non-ASH pada BKN mengikuti seleksi PIK dalam hal memenubi knitena tidak
memenuhi syarat (TMS) pada seieksi administrasi pengadaan P3K tahap I, fidak
memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS atau belum
mielamar pada seleksi pengadaan ASN™,

b, Diktum Ketign “pelamar schapsimana dimaksud Dikium Pertama melamar pada
jabatan | pengeiola umum opernsional, operator layanan operasional, pengelola
layanan operssional, dan penata layanan operasional™.

. Keputusan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 16
Tahun 2023 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjenjian Kerga Paruh Wakiu
Kepuiusan ini menetapkan, antzra laim
o Dikium Pertama “PIK Paruh Waktu adalah pegawar ASN yang diangkat hm:lmﬂmn

penanjion kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersedizan anggaran intans
pemerintah";

b. Diktum Ketiga “pengadaan PIK Parsh Waktu dilakzanakan untuk mengist kebutuhan
pada jabatan : puru don tenapgn kependidikan, temaga kesehatan, tenaga teknes,
pengelolns  umum operasional, operator lovaran operasional, pengelola layanan
operastonal, atay penata layanan operasional”™

. Diktum Kelima “pengndann P3E Paruh Waktu diloksanokan bagi pegawai non-ASN
yang ferdaftar dalam pangkalan data (data basc) tenaga non-ASN pada BKN,

. Surnt Menterd Pendayogunsan Aparatur Megarn dan Reformasi Birokrasi Momos
B/T85/M SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat don Daernh
Surat ine berisi, antara ki
a dalam mngka penataan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pars

pejabat pembina kepegawaian :

. menghapus jenis kepegawaian non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan
tidak melakukan perekruton pegawai non-ASN;

4 dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga
kebersthan dan satwan pengamanan dapat dilakukan melalui tenagn alih dava
{outsourcing) ofeh pihak kefiga dan status tenaga alih daya {outsourcing) tersebut
bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersanglatan.

b. bag pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindshkan amanat sehagaimana
tersebul di atas, dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sankei
berdasarkan Ent:nmn perzturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari
objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah



i Eedodukan, Susunan
8 Persturan Bupafi Bangks Momor 38 Tahun 2023 lentang :
Orpanisasi, Tugae dan Fungsi serta Tata Kerja Sckretariat Daerah Type A Kabupaicn

Bangka,
Peraturan ini mengatur, antam lain 5 e Keoals Begia sang
r halwa “Bagian Organisasi dipimpian o agian y

;l-;:;u;!;i? iﬁ;:tﬁ:nbaum sd:la:im tugas Asisten Administrasi Umum dalam
melaksenakan penyiapan perumusan kebijakan dagrah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksannan kebijakan dserah di bidang kelembagaan dT analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi bisokrasi™,

8. Persturan Bupati Bangka Momor 42 Tahun 2023 teniang Kedodukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerjn Badan Dagrah,
Peraturan ini mengatur, antarm bain ;

s rwiE ber Daya

Dalam Pasal 28 mengatur bahwa “Badan Kepegowaian dan Pengembangan Sum i
Manusin Dacrah mempunyai togas membantu E_1|1:=ll| dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber deya
manusia Daerah yang menjadi kewenangan Dacrah dan pelaksanaan tugas pembaniuan
yang dibertkan/didelegasikan kepada Daerah™.

10. Pedoman Indikator Indeks Pencepahon Korupsi Pemerintzh Daerzh dalam Monitoring
Center For Prevention (MCP) Komisi: Pemberantasan Korupsi Tahun 20235.
Dulam pedoman terscbut, dischatkan bahwa “pada area penguatan APIP untuk
optimalisasi pembinzan dan pengawasan melahn Indikator Indeks Pencegahan Km:pm
Pemcrintah Daerah dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) dalam topik andit
penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas dengan sasaran pencegahan
tejadinya pengeunain anggaran honorrium dan perjalanin dinas yang fikiil' danatau
berpotensi tejadinya kerugian keuangan daerah, dengan catatan honorrium yang
dimaksud, antara lain honorarium tenaga honorer dan pilak ekstemal pemda™

IV. Pembahasan

o, kebijakan lafangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengangkat tenaga honorerkontrak
bukan hanya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, namun sudah
dilakukan scjak lama, bahkan sciclah terbitnya Peraturan Permenntah Nomor 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPN3, dan sening dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, larangan terscbut
juga distur kembali dalam Undang-Undang Momor 5 Tabun 2014 tentang ASN besena
turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nowmor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
dan Peraturan Pemenintah Nomor 49 Tahun 2018 testang Mansjemen PIK bescrta
himbauan larangan yang dibuat melalui beberapa sural edamn Menteri, salah satunya
Surat Menteni Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor ©
B/1BS/M SML02.03/2022 tangpal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegewatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat dan Daemh. Dalam surat tersebut sudah ditegaskan bahwa
dalam rongka penatnan ASM sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar para
pejebat pembina kepegawaian menghapus jems kepegawaian non-ASN di lingkungan
instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASM. Selain ity
juga ditegaskan bagi pejabat pembina kepegawaian yasg tidak meagindahkan
amanat scbagaimana tercantum dalam surat tersebut, dan tetap mengangkat
pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dapat menjadi bagiam dori objek temuan pemeriksaan
bagi pengawas internal maupun cksternal Pemerintah,
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lamangan untuk

P L, N e L N T T Y .. © .



kembali, Apabila mencermati ketentuan yang distur dalam Pasal 66 Undang-Undang
Nomer 20 Tahun 2023, dimana ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daeruh,
yakni kewajiban untuk menyelesaikan penatann pegowai non-ASN atau nama lainnya
paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku Instansi
Pemerintnh dilarang mengangkal pegawai non-ASN atau mama finnya selain Pegavai
ASN.

Kewajiban untuk menyelesaikan penataan pegawm non-ASN alau aema lainnya paling
lambai Desember 2024, seharusnya menjedi perhatisn bagi Pemennteh Dacrah untuk
segera mengambil kebijakan, berupa langhkah-langkah konkrit terkait skema penyelesaiin
penaisan pegawal non-ASM sesugi batas wakto yang diberikan tersebast, bukan dibiarkan
bertarut-lanut tanpa kejelasan

Selnin itu, kata “dilarang” dalam Undang-Undang tersebut mengandung makna yang
berimplikasi hukom vang luas, yakni pada akhimya akan ada sanksi hukum, baik sanksi
hukum administrasi, maupun dampak hukum pidana

Dan delam ketentuzn penutup Undang-Undang dimaksud mengatur bahwa pada saa
Undang-Undang ini muolal berlaku, semua peraturan  perundang-undangan yang
merupakan perateran pelaksangan dar Undang-Undang Nomos 5 Tahun 2004 tentang
Aparatur Sipil Megam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjung tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Artinya Peraturan Pemerintah, Peratursn
Presiden, Peraturan Menteri, dan surat edaran sebagni ketentuan pelaksanaan Undang-
Undang MNomor 5 Tahun 2014 masih menjadi pedoman yang wajib dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomeor 20 Tahun
2023,

. Setelah diterbitkannya Undanp-Undang Momor 20 Tahun 2023 schagaimana dimaksed
dalam huruf a, Pemenntoh Pusat melalul Kementerian ferkoit menstapkan beberapa
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokms
schaguimana telah dischutkan di atas vang merupakan petunjuk teknispetunjuk
pelaksanaan yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Dacrah untuk melakukan
penvelesaian penataan pegawal non-ASN atau nama fainnya,

Skema penyelesnian penntnan pegawai non-ASHN tersebut dilakukan dalom 2 {die) tahap

melalui seleksi PIK, antara lain

|. seleksi P3K mhap | mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Mogomn dan Feformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024, Keputusan Menteri
Pendayagumaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokmsi Nomor 348 Tahun 2024,
dan Ecputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 349 Tahun 2024,

2. seleksi P3K tahap Il mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Momor 634 Tahun 2024,

Peda Scleksi P3K tahap 1, kebutuhan pengadaan pegawai P3K TA 2024 diperuniukkan
bagi pegawai vang terdaflar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada
BEN dan akeif bekerja pada instansi pemerintah, serta pegawai yang aktif bekerja pada
instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus.

Yang menjadi persoalan adalah Pemerintah Kabepaten Bangka tidak mengambil skema
kebijakan seleksi PIK wmhap I, karena terkendala kemampuen/ketersedinan anggaran
dalam APBD TA 2024 pada wakw it schingga Pemerintah Kabupaten Hangka
menyampatkan surat penundaan untuk melaksanakan seleksi PIK tahap I,

Sedangkan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 11 dengan mempedomani Keputusan
Menten Pendayagunaon Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun
2024, harus memenuhi kriteria tidak memenuhi syarat {TM3) pada seleksi administrasi
pengadazn P3K tshap |, tidak memenubi syarst (TMS) pada seleksi administrasi
pengadaan CPNS atau behsm melamar pada seleksi pengadaan ASN,



weknis tersebut di atas, susaran penyelesaion

lainnye adalah pegawai nan-ASN (lenaga
honorer/konirak) yang terdafiar dalam pangkatan data (data base) tenaga non-ASN pada
BN dan akiif bekerja pada instunsi pemeriniah, serta pegavai yang akiif bekerfa pads
instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secam IETUS MIERCRU, bukan pads
peawai non-ASN (ienaga honorer/kontrak) yang tidak terduflar dalam pangalan dats
(dat basc) tenaga non-ASN pada BKN dan akiif bekerja pada instansi pemerintah.

c. terhadap pegawsl non-ASN (lenaga honorerkontrak) yang tidak tlcrdn.nur_ dalam
pangkalan dota (data base) tenaga non-ASN pada BEN dan aktil bekerja pada instansi
pemerintah, apabila mencermali Sural Menteri Pendayagunsan Aparatur Negar dan
Reformasi Birokrasi Nomor : B/ 8FMSM.0Z 032022, yang memyebutkan bahwa dalam
hal fnstansi pemeriniah membutubkan teraga lin, seperti peagemudi, tenaga kebersihian
dan satuan penpamanan dapat dilzkukan melalui tenagn alih daya (outsourcing} oleh
piak ketiga, namun stanss tenaga alih daya {outsourcing) tersebut bukan merupakan
teraga honares pada instansi yang bersangkutan,

Penvelesaian penataan pegawal non-ASN (tenage honorerkontrak) dengan skema alih
daya (oulsourcing) fersebut dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan aiau
penyediann jasa pekerjaburuh (pihak ketiga) baik fenapa kerapegawal dengan
PEWT/PEWTT, vang dimaknai bahwa hobungan hukum Pemerintah Duerh I:uhn padn
masing-masing pegawni secarn personal, tetapi pada perusahaan penyedia josa {pahak
ketiga)

Namun jika skemn ini yang dilakukan, aken tegjadi pembenghakan angarn uniuk
peryedisan tepapgs  kerjapegawani  dimaksud, karemd gkan berlakn  ketentuan
ketenagakerann sehigaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
Peraturan Pemerintah Momor 35 Tahun 2021 beserta ketenfuan teknis furunannya,
dimana Pemerietah Daerah wajib membayar upah/gaji sesuai standar wpah minimum
provinsi (UMP), membayar THR, menyedinkan uang pesangon dan/afau uang
penghargaan masa kegja, dan vang penggantian hak yang seharusnyn diterima, seria hak-
Tk tenapa kerja'pegawa fainnya sesuai ketentusn yang berlaku Dran jika skema ini yang
dilakukan, kemungkinan hesar upaya penyelesan penatoan pegawal noa-ASN atau
pama lainaya adalsh pegawai non-ASN (tenaga honorer/kontrak) yang terdafiar dalam
panpkslan dota (data basc) tenaga non-ASN pada BEN tidak dapat mengakomodir
seluruh pegawai nom-ASN (tenaga honaserkontrk) yang ada.

Selain itu, memperhatikan prakick penyelesaion penninan pegawar non-ASN (fenapga
hanererkontrak) vang dilakukan olch beberapa docrah kabupaten‘ota di Indonezia, salah
satunya dilakukan oleh Pemcrintzh Kotn Yogyakaria, upaya permyelesaian penatsannya
dengan skema pengadaan jasa loyanon orang per omang (JLOP) yang secor teknis
dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barangiasa.

Mamun dalam melaksanakan kebijakan penyelesaian penataan pegiwai non-ASN (lenaga
honorer'kontrak) dengan skema alib daya {out sourcing) melahn jasa pihak ketiga atnu
pengadaan jasa layanan orang per orang (JLOFY) ini harus dilakuken pemetaan kebutuhan
jabatan orpanisasi mefalyi Bagian Organisasi bersama BKPSDMD berupa penyusunan
analisis jahatan, analisis beban kerja dan dirumuskan kebuiuhan pegawai dalam peta
jabatan. Dokumen-dokumen tersebut nantinya dijadikan dasar bagi Baglan Pengacksan
Burang/Jass untuk melakukan seleksi pengadsan pegawal sesuai kebutuhan jubatan,
misalnys untuk kriteria penpemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dan lain
sebagainya.

d upaya penyelessian peratsan pegawai non-ASN (tenaga honorerkentrak) yang tidak
terdafiar dafam panghalan data (dais basc) tenaga non-ASN pada BEN dan aktil bekerja
pada instansi pemerintah patut juga memperiimbangkan indikator indeks pencegahan
korupsi Pemerintah Daerah dalam Maonitoring Center For Prevention (MCP) E cmitsi
Pemberantasan Korups: Tabun 2025, dimana konsen KPK terhadap pengrunaan anggars
honorarium lenaga honerer, karcna jika Pemerintah Daerah keliru dalam mengambil
k_cbu-almdﬂlam penyelesaian penalaan pegawal non-ASH (tenaga honoren/kontrak) yang

tidak terdaftar dalem panghalan data {date base) lenaga non-ASN pada BKN dan aktif

Apabila mencermati heberapa ketentuan
penataan pegawwi non-ASN atau mamd




bekerja pada instansi pemerintsh ini akan dipandang berpetensi terjadinya kerugian
keusngan daernh.

V. Kesimpulam

o berdasarkan beberapa ketentunn teknis sebajal regulasi wrunan dari Undang-Undang
Homar 20 Tahun 2023 tentang ASN, sxsaran penyelesaian penataan pegawai nom-ASK
afau rama lainaya adalah pegawai non-ASN (lenaga honorerkontrak) yang terdaftar
dolam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada BKM dan akiif bekerja pada
inslansi pemerintah, serta pegawai yang akiif bekerja pada instansi pemerintoh paling
codikit 7 tahun terakhir secara terus menerus, bukan pads pegawai non-ASN (lenaga
honorerkonirak) yang tidak terdaftar dalam pangkalan dato {data base) tenaga non-ASN
pada BKCN dan aktil bekerja pada instansi pemerintah;

b. apabils Pemerintnh Kabupaien Bangka tetap akan mempekerjakan pegawal non-ASN
(tenaga honorer'kontrak) yang tidak terdaflar dalam pangkalan data (data base) lenaga
non-ASM pada BN dan aktif bekerja pada instansi pemeriniah scperii skema yang
dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya berpotensi akan dikenaken sanksi berdasarkan
kelentuan peraturan perundang-undangan dan dapal menjadi bagian dari objek temuan
pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemetinizh, korena dalam
Undang-Undang Momar 20 Tahun 2023 sudah ditegaskan bahwa Pemenrizh dilarung
mengangkat prgawai non-ASN atau nama lainnya selamn Pegawas, dan

e, pengambilan kebijakan penvelesaian pegawai non-ASN (fenaga hanorerkontrak) yang
tidak terdafiar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada BKM dengan
pertimbangan prinsip kehatian-hatian agar kebijakan yang dmmbil ndik bertentangan
dengan ketentuan peraturan pesundang-undangsn, serta pengambilan kebijakan tersabut
lidak berdasarkan pada informasiketerangan/penjelasan yang diberikan secam lizan tamnpa
dagar ukum tertulis yang jelas dan tegas serta dapal dipertangpungjawebkan

VL Saran
a. bersama im kami menyampatkan 2 (dua) opsi yang mungkin dapat menjadi pertimbangan
dalam ranpgka menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya, antara lain
sebagai benikut
| merumahkan’'memberhentikan  sementara  seluruh  pegawai  non-ASN  (icnaga
homorerkonirak) vang tidak terdaflar dslam pangkalan data (data base) lepaga non-
ASN pada BEN, kecuali pegawii mon-ASN {tenaga honorerkontrak) yamg tidak
wrdaftar dalam pangkalan data (data bass) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif
hekerja pada perangkat daersh di lingkungan Pemenntab Kobupaten Bangka paling
sedikit 2 tahun terakhir secara feris menerus, sampai adanya regulasi lebih lanjut dari
Pemerintzh Pusat yang mengatur penataan  pegawai  non-ASN  (fenaga
honarerkontrak) yang tidak terdafiar dalam pangkalon data (data base) tenaga non-
ASN pada BKN. Namun tenturya hal ini akan menimbulkan dampak keresahan sosial
maupun ckonomi, bag pegawai yang bersangkutan alau bagl masyarakat pacda
urmbminya, alau
2 tetap mempekerjakan pegawai non-ASN (tenaga honorerkontrak) vang tidak terdafiar
dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada BKN dengan skema alih daya
fout sourcing) melalui jasa pihak ketiga stau pengadaan jasa layanan orang per 0fng
(JLOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan ini perju
dikoerdinasiken secam komprehensif dengan berbagai pihak, batk perangicat daersh di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maupun instansi Pemerintah lanmya
b. terhadsp pembayaran penghasilan/gajihonoranum bagi pegawai non-ASN (icnaga
honorerkentrak) yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN
pada BEN dengan mekanisme langsung kepada yang bersangkutan seperti tahun-tahun
sehelumnya, tentunya akan riskan menjadi temuan aparat pemeriksa dan akan berdampak
hukun di kemudian hari, karena legelitas keberadaan dan penyelesaian pegawal non-



ASN (tenaga honorerkentrak) yang tidek terdafiar dalam panghalan data (data basc)
tenage non-ASH pada BEN belum pasti/belum sda dasar hdkumnyi,

¢, agar BKPSOMD Kabupaten Bangka melakukin pemaparan terkait upaya konkmt yang
harus diambil schagai langkah penyelesaian pegawui non-ASH (tenage honorerRontrak)
vang fidak ferdafiur dalam pangkaian data (data base) tenaga non-ASN pada BEN
berdasarkan hasil konsultasi dan koordmasi mereka dengan Kementerian terkait, serta
menyajikin  dsta-data  serta dokumen pendukung pegawai non-ASM (wenagn
honarerkontrak) di Kabupaten Hangka, baik yang terdafiar dalam panpkalan data {data
base) tenagn non-ASN pada BKN, muupun yang tidak terdafiar dalam pangkalan data
{data base) tenaga non-ASN pada HKN secara lengkap dan valid, tesmasuk jumlah,
identitas, peta sebaran per peranghat daerah/unit peranghal daerah, dan lain sebagainya,
termasuk data pepawai non-ASN (tenaga honorerkonirak) yang tidak tcrdaflar dalam
pangkalan data {data base) tenaga non-ASN pada BEN yang aktif bekesia pada peranghat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka paling sedikit 2 tahun terakhir
sacara lerus menerus; dan

d agar Bagian Orgmnisesi Seida Wabupaten Bangha bersama BEPSDMD Kabupaten
Banpka segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan jabatan organisasi peranghal
duerah, melalui perywsunan dokumen analisis jabatzn/analisis beban kerja, termasuk peta
jabutan sehagai dasarfacuan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka apabila akan tetap
mempekerjsan pegawni non-ASN (tenaga honorer'kontrak) yang tidak terdaftar dalam
pangkalan data (data base) tenapa non-ASN pada BKN dengan skema alih daya (ou
sourcing) melalui pasa pihak ketiga atay pengadaan jxsa layanan Grang per DTAO5 (JLOP
sesusi ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tetashan staf ini disampaikan, sebagai hahan pertimbangan Bapak F). Bupati
Bapgku,k;hnjumrn mohon arshan dan petunjuk lebth lanjut, atas perbatiannya divgeapkan
terima kasih.




